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ABSTRAK 
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Oleh 

 

 

Redo Bakas Pratama 

 

 

 

Penelitian ini dilatar belakangi akibat kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan 

pekerjaan yang dilaksanakan secara Work From Home oleh instansi pemerintah 

sebagai akibat dari dampak Covid-19, salah satunya terjadi pada Dinas 

Pemberdayaaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang produktivitas kinerja nya 

menurun selama Covid-19 berlangsung. Hal ini terlihat dari 5 target sasaran kinerja 

hanya 2 target capaian sasaran kerja yang berhasil di implementasikan. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pegawai Di Masa Covid-19 

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung pada segi beban 

kerja dan lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

Pertama, pada indikator kerjasama menunjukkan bahwasannya pegawai Dinas 

PMK telah menggunakan wewenang dengan sebaik-baiknya melalui pegawai 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung saling bekerjasama dan 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaaan yang telah di bebankan 

kepadanya. Kedua, pada indikator pemanfaatan waktu pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung baik yang melaksanakan Work 

From Home dan Work From Office telah melaksanakan pekerjaan pada target 

waktunya sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepadanya. Ketiga, pada indikator 

sarana dan prasarana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pekerjaaan 

pegawai secara Work From Home seperti ketersedian komputer atau laptop untuk 

pegawai masih minim. 

 

 

Kata kunci: kinerja, Covid-19, Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bandar Lampung  

  



 

 

 

ABSTRACT 

  

PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN THE TIME OF COVID-19 

(Study at the Bandar Lampung City Community Empowerment Service) 

  

  

By 

  

  

Redo Bakas Pratama 

  

  
 

 This research was motivated by the ineffective and inefficient implementation of 

work carried out Covid -19, one of which occurred at the Bandar Lampung City 

Community Empowerment Service whose productivity performance decreased 

during Covid-19 took place. This can be seen from the 5 performance targets, only 

2 work targets have been successfully implemented. The purpose of this study was 

to determine the performance of employees during the Covid-19 period at the 

Bandar Lampung City Community Empowerment Service in terms of workload and 

work environment. This study uses descriptive qualitative research methods with 

data collection techniques include interviews, observation and documentation. 

Based on the results of the study, it shows that: First, the indicators of cooperation 

show that the PMK Service employees have used their authority as well as possible 

through the Bandar Lampung City Community Empowerment Service employees 

cooperate with each other and are responsible for completing the work that has been 

assigned to them. Second, on the indicators of time utilization of the Bandar 

Lampung City Community Empowerment Service employees, both those who 

carry out Work From Home and Work From Office have carried out work on the 

target time according to the tupoksi given to them. Third, on the indicators of 

facilities and infrastructure, the Bandar Lampung City Community Empowerment 

Service does not yet have adequate facilities and infrastructure to support the work 

of employees in a Work From Home such as the availability of computers or laptops 

for employees is still minimal. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Pada awal tahun 2020, Dunia dibuat gempar oleh ditemukannya jenis virus 

baru yang diberi nama Corona virus Disease atau Covid-19. Virus yang 

menyerang sistem pernapasan manusia ini pertama kali ditemukan di Negara 

Cina, tepatnya di Wuhan pada akhir Desember 2019 lalu. Kemunculan virus 

Covid-19 telah memberikan dampak baru terhadap tatanan kehidupan 

bernegara di dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Pandemi Covid-19 ini 

tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga memberikan 

bermacam-macam dampak terhadap kehidupan manusia, mulai dari sosial, 

budaya hingga ekonomi.  

 

Pandemi virus Covid-19 juga memberikan dampak yang signifikan pada 

sumber daya manusia di dalam organisasi atau instansi. Keberadaan sumber 

daya manusia dalam organisasi memegang peranan yang sangat penting, 

karena dengan adanya sumber daya manusia dalam suatu organisasi maka 

dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya organisasi tidak 

hanya mengharapkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, dan 

keterampilan. Namun ada juga keinginan untuk bekerja keras, serta keinginan 

untuk mencapai hasil terbaik dan terhindar dari penyebaran virus. 

 

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia semakin meluas, dan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dihimbau untuk melakukan tindakan preventif guna 

memutus mata rantai penularan Corona. Salah satunya adalah penerapan Work 

from home (WFH). Work from home (WFH) merupakan fenomena baru, 
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bekerja tidak harus dilakukan di kantor, namun pegawai dapat menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawabnya di rumah (Ngurah, 2021). Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 

menyampaikan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur 

Sipil Negara selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai pedoman bagi 

Instansi Pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-

RB No.19 Tahun 2020 Tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil 

Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

 

Mengutip Surat Edaran Menteri PAN-RB tersebut terdapat beberapa ketentuan. 

Pertama, penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di instansi 

pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (Work From Home), namun 

Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPK) memastikan setidaknya ada 2 level 

pejabat struktural tertinggi yang tetap menjalankan tugasnya di kantor untuk 

memudahkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Di masa normal baru Menteri PAN-RB menetapkan SE No. 16/2021 tentang 

penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Coronavirus 

Disease 2019 yang menyatakan bahwa ASN harus tetap melaksanakan tugas 

dan fungsi secara produktif, dimana pada masa transisi di kantor pemerintah 

kembali memungkinkan bekerja di kantor.  

 

Pergeseran metode kerja yang dimaksud ialah perubahan sistem kerja di 

instansi atau organisasi dalam mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab 

kepada pegawai dengan melarang pegawai bekerja dikantor dan berkumpul di 

ruangan, sehingga pegawai harus bekerja dirumah hal ini dinamakan Work 

From Home (WFH) (Simarmata, 2020). Larangan ini dimaksudkan bukan 

untuk merusak kinerja tetapi bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran 

virus corona yang terjadi. Pengelolaan sumber daya manusia perlu dilakukan 
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didalam instansi dan organisasi, kemajuan suatu instansi sangat berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai di instansi tersebut. 

 

Work From Home (WFH) merupakan strategi yang diterapkan banyak 

organisasi semenjak terjadinya penyebaran COVID-19. Namun WFH 

dipandang memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diterima baik oleh 

organisasi maupun karyawannya. Menurut Maria (2020: 248) memaparkan 

kelebihan dan kekurangan tersebut, kelebihan bagi karyawan yang pertama 

adalah adanya keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, yang kedua 

adalah dapat mengurangi waktu perjalanan ke tempat kerja serta penghematan 

bahan bakar dan yang ketiga adalah mengendalikan jadwal atau jam kerja serta 

dapat memilih suasana kerja sendiri. Kelebihan bagi organisasi diantaranya 

mendorong semangat kerja serta mengurangi kemalasan dan ketidakhadiran 

dan memperkuat image instansi sebagai tempat bekerja yang family friendly. 

Kekurangan bagi pegawai adalah terbiasa dengan suasana kantor yang 

konvensional menyebabkan kesulitan berkoordinasi dengan rekan kerja dan 

tidak adanya batasan yang tidak jelas antara kantor dan rumah.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan survey awal terhadap beberapa pekerja 

setelah berada di rumah selama dua minggu, sebanyak 75% dari mereka mulai 

merasa kewalahan dan tertantang, karena di sisi lain, menumpuknya pekerjaan 

beriringan dengan tugas-tugas sebagai istri dan ibu yang harus diprioritaskan. 

Berbeda dengan situasi yang “normal”, dimana waktu untuk bekerja lebih 

optimal karena hanya dilakukan di kantor selama jam kerja tanpa diganggu 

oleh urusan rumah tangga, atau pekerjaan rumah tangga diselesaikan setelah 

jam kantor; di masa work from home, para karyawati dan pekerja perempuan 

ini mendapat tantangan lebih untuk menyeimbangkan work-life balance atau 

keseimbangan kehidupan dan pekerjaan (Maria, 2020: 248).  
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Berbagai permasalahan muncul akibat pegawai bekerja dirumah karena tidak 

diawasi langsung oleh atasan, hal ini menimbulkan produktivitas kerja pegawai 

ada yang meningkat dan ada yang menurun karena minimnya sarana penunjang 

pekerjaan seperti komputer, jaringan internet serta beberapa gangguan lainnya 

seperti perasaan jenuh karena berada di lingkungan yang sama dalam waktu 

yang relatif cukup lama dengan keterbatasan kehidupan sosial.  

  

Dalam pelaksanaan bekerja di masa pandemi, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung menerapkan sistem kerja WFO dan WFH, 

dibawah ini merupakan nama pegawai yang melakukan (Work From Home) 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Nama-Nama Pegawai yang melakukan Work From Home 

(WFH) dan Work From Office (WFO) Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung 

 

No Nama Pangkat/Gol 

Sistem Kerja 

Work 

From 

Office 

Work 

From 

Home 

1. 
Tukijo 

NIP. 19631013 198607 1 001 

Penata Tingkat 

1/(III/d) 

Waktu: 

Jam 07.30 

s.d 11.30 

WIB 

Waktu: 

Jam 11.30 

s.d 15.30 

WIB 

2.  
Yuli Susilawati Us, S.H., M.H. 

NIP. 19660612 200604 2 002 

Penata Tingkat 

I/(III/d) 

3.  
Popi Diana, S.I.P., M.M. 

NIP. 19770222 199803 2 002 
Penata/(III/c) 

4.  
Dewi Susilawati 

NIP. 19711002 199203 2 006 

Penata Muda 

Tingkat 

I/(III/b) 

5. Rohila, S.I.P., M.M. Penata/(III/c) 
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NIP. 19660612 200604 2 002 

6. 

Ahmad Sahroni 

NIP. 19851208 201001 1 003 
Pengatur/(II/c) 

7. 
Rindu Persada, S.Kom., 

M.Sos. 
PTK 

8. Beni Saputra, S.Kom PTK 

9. Amalludin PTK 

10. 
Nurjannah, S.Sos., M.M. 

NIP. 19660405 199210 2 002 
Pembina/(IV/a) 

Waktu: 

Jam 11.30 

s.d 15.30 

WIB 

Waktu: 

Jam 07.30 

s.d 11.30 

WIB 

11. 
Boni M Supriatna, S.E., M.M. 

NIP. 19810402 201001 1 006 
Penata/(III/c) 

12. 

Yudi Ismunandar, S.Sos., 

M.M. 

NIP. 19760308 200902 1 007 

Penata Muda 

Tingkat 

I/(III/b) 

13. 
Fadhil Alman Falutie, S.STP. 

NIP. 19940101 201609 1 004 

Penata Muda 

Tingkat 

I/(III/b) 

14. 
Valdo R. Warganegara, S.E., 

M.M. 
PTK 

15. Muhammad Irvansah PTK 

16. Nining Safitri PTK 

17. Afrio Ade Eka Putra PTK 

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2021) 
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Nama-nama diatas merupakan pegawai yang masuk kategori untuk bekerja dari 

rumah (Work from Home) akan tetapi ada pegawai yang tetap memilih untuk 

bekerja dari kantor karena tidak memiliki komputer/laptop untuk bekerja dari 

rumah serta guna menghindari akan terjadinya transmisi atau penularan infeksi 

Covid-19 antar pegawai di lingkungan kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

merupakan suatu unsur pelaksana dalam urusan pemerintah yang menjadi suatu 

kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. 

Sebagai salah satu faktor utama yang berfungsi sebagai pelaksana 

penyelenggaraan negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut aktif dan 

profesional dalam melaksanakan setiap pekerjaannya. Dalam hal ini, maka 

kinerja yang optimal dibutuhkan agar apa yang menjadi sasaran akan tercapai 

dengan baik. 

 

Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara bertugas memberikan 

pelayanan pada masyarakat secara Profesional, jujur, adil, merata dalam 

penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Pada instansi 

pemerintah para pegawainya sering melakukan pelanggaran disiplin, misalnya 

datang terlambat, pulang tidak sesuai waktu, pulang cepat. Apalagi disaat masa 

pandemi Covid-19 menjadikan tidak adanya pengawasan saat bekerja di 

rumah. Sehingga kurang efektif dalam menjalankan tugasnya serta 

menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan 

dan mengarahkan dengan tepat sehingga pegawai dapat bekerja lebih efisien 

dan efektif, maka sumber daya manusia tersebut perlu mendapatkan perhatian 

lebih khusus dari pengelolaan organisasi. 

 

Selain itu dampak yang paling signifikan berpengaruh terhadap produktivitas 

kinerja pegawai dinas pemberdayaan masyarakat adalah terhadap capaian 

sasaran kerja pegawai. Dari 5 target sasaran kinerja hanya 2 target capaian 

sasaran kerja yang berhasil diimplementasikan. Dampak Covid-19 sangat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capaian sasaran kinerja, 
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dimana produktivitas tidak terjadi dengan baik dikarenakan dana dalam 

penyelenggaraan kegiatan terbatas. Selama pandemi ini alokasi dana APBD 

Kota Bandar Lampung terfokuskan pada penanganan Covid-19. Sehingga 

dengan keterbatasan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan membuat 

pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat dijalankan oleh pegawai, sebagai 

bentuk produktivitas pegawai. Namun pada kenyataannya tidak dapat 

dilaksanakan. 

 

Untuk lebih jelas program kegiatan yang disusun untuk tahun 2021 disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.2 Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  

 

Program Kegiatan 

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

pemberdayaan keluarga dan bina remaja  

2. Meniapkan bahan pembinaan dalam rangka pemberdayaan 

keluarga dan bina remaja 

3. Menyiapkan bahan koordinasi antar lembaga dan kemitraan 

dalam rangka pembinaan pemberdayaan keluarga dan bina 

remaja 

4. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian dalam rangka peningkatan kualitas keluarga 

dan bina remaja 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

Untuk itu salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya sangat ditentukan kemampuan serta keterampilan pegawainya. 

Produktivitas kerja pegawai yang baik akan tercermin dari besarnya rasa 

tanggung jawab pegawai dalam disiplin kerja, menyelesaikan tugas tepat 

waktu, tingkat keterlambatan pegawai yang rendah karena adanya motivasi 

kerja, serta meningkatnya efisiensi dan kinerja dari pegawai yang ditunjukkan 

dengan tingkat ketidakhadiran pegawai yang rendah.  Dalam meningkatkan 
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kinerja pegawai diperlukan suatu kebijakan dari instansi sehingga kinerja 

pegawai bisa dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh 

setiap pegawai khususnya pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bandar Lampung. 

 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian 

ini, yaitu terbuat dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis/tahun Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Work 

From Home-Life 

Balance Pekerja 

Perempuan di Kota 

Ende  

 

Maria(2020) Menyatakan bahwa Work 

From Home (WFH) 

memiliki pengaruh 

positif dan cukup 

signifikan (penting) 

terhadap variabel Work 

Life Balance. Tetapi 

secara negatif bekerja di 

rumah akan 

menimbulkan konflik 

karena ketika pekerja 

bekerja dari rumah, 

tuntutan tanggung jawab 

yang dihadapi akan lebih 

besar karena semuanya 

harus diselesaikan pada 

saat yang bersamaan 
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2 Studi Eksplorasi 

dampak Work From 

Home (WFH) 

Terhadap Kinerja 

guru selama 

pandemi Covid 19  

 

Agus 

Purwanto 

(2020) 

 

Terdapat beberapa 

keuntungan dan kerugian 

pada program WFH, 

Keuntungannya yaitu 

Kegiatan WFH lebih 

fleksibel dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan, tidak 

mengikuti jam masuk 

kantor, tidak perlu 

mengeluarkan uang 

untuk membayar ongkos 

transformasi atau biaya 

bensin, bisa 

meminimalisir tingkat 

stress yang dialami selain 

kemacetan lalu lintas dari 

rumah menuju kantor, 

memiliki lebih banyak 

waktu luang. Kerugian 

dari WFH adalah bisa 

kehilangan motivasi 

kerja menanggung biaya 

listrik dan internet, dapat 

menimbulkan masalah 

keamanan data. 

 

3 Pengaruh Work 

From Home 

terhadap 

Produktivitas Dosen 

Ricardo 

Manarintar 

(2020) 

 

Variabel bekerja dari 

rumah secara parsial 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

produktivitas dosen. Jika 
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Politeknik Negeri 

Ambon  

 

dosen bekerja dirumah 

dengan lingkungan yang 

fleksibel, terhindar dari 

stress, lebih terasa dekat 

dengan keluarga, 

menghemat waktu di 

perjalanan, menghemat 

biaya, terasa lebih sehat 

serta menjaga 

keseimbangan kerja, 

dapat memisahkan 

pekerjaan rumah dan 

kantor, serta tekanan 

yang minim akan 

meningkatkan 

produktivitas dosen 

dalam bekerja. 

 

(Sumber : diolah oleh peneliti, 2021) 

 

Dari uraian di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu peneliti saat ini mengkaji bagaimana kinerja pegawai di masa 

Covid-19 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori kinerja. Metode yang 

digunakan menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk 

menggambarkan fenomena dari permasalahan yang diteliti. 
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1.2.Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana Kinerja 

Pegawai Di Masa Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bandar Lampung? 

 

 

1.3.Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Kinerja Pegawai Di Masa 

Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

acuan untuk digunakan sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Merupakan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan untuk 

mengembangkan teori kinerja pegawai serta untuk mengembangkan pola 

berpikir melalui penulisan ini dan melatih penulis dalam menerapkan 

teori-teori yang didapat selama kuliah. 

 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pengetahuan dan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

tentang produktivitas kerja sehingga dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang lebih baik. Diharapkan dapat menjadi salah satu pemikiran 

bagi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

dalam rangka mengevaluasi kinerja pegawai di masa Covid-19 dan 

sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi dalam penelitian 

selanjutnya di masa yang akan datang.



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Tinjauan Tentang Kinerja Pegawai 

 

2.1.1. Pengertian Kinerja  

Menurut Kadarisman (2019: 20) menyatakan bahwa kinerja Aparatur 

Sipil Negara yaitu tingkah laku yang nyata ditampilkan setiap pegawai 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya di dalam 

organisasi dan prinsip – prinsip yang ditetapkan baik dalam kerjasama, 

pemanfaatan waktu, penggunaan sarana dan prasarana. Kinerja tersebut 

adalah kondisi terlaporkan, transparan dan dikonfirmasi kepada pihak-

pihak tertentu untuk memahami keberhasilan dalam mencapai visi, dan 

mengerti pengaruh negatif dan positif dari suatu operasional kebijakan 

yang ditetapkan baik dalam hal kerjasama, pemanfaatan waktu, 

penggunaan sarana dan prasarana.  

 

Menurut Lijan poltak sinambela, dkk dalam Kurniawan (2017: 126) 

mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam 

melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, 

sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Hal 

serupa juga dikemukakan oleh Suryadi dalam Nur (2016: 206) 

menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu proses atau 

tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugasnya baik secara kualitas maupun 

kuantitas.  
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Menurut Hasibuan dalam Haidir (2006: 107) mengemukakan kinerja 

(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Artinya kinerja 

adalah suatu hasil pekerjaan seseorang yang didapatkan dari keahlian 

yang dimilikinya sehingga pekerjaan yang dibebankan dapat dikerjakan 

dengan baik, pekerjaan yang baik akan menunjukkan akuntabilitas 

terhadap masyarakat (publik). Kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Pusparani, 2021: 

535).  

 

Menurut Riva’i, Basri dalam Kurniawan (2017: 126) mengemukakan 

bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Gomes dalam 

Pusparani (2021: 535) mendefinisikan kinerja adalah unjuk kerja yang 

merupakan hasil dari kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku 

nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. 

 

Lijan Poltak Sinambela (2012: 5) mengemukakan bahwa kinerja 

pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan 

sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab 

dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai 

dalam melak sanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu 

diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan 

secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.  
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Kinerja individu didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam 

melakukan sesuatu dengan mahlian tertentu. Senada dengan pendapat 

tersebut, Stephen Robbins mengemukakan bahwa kiner diartikan 

sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu 

dibandingkan dengan yang telah ditetapkan bersama (Robbins dalam 

Lijan 2012: 5). Kedua konsep di atas menunjukkan bahwa kinerja 

seseorang sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. 

Untuk mengetahui hal itu diperlukan penentuan pencapaiannya yang 

ditetapkan secara bersama-sama.  

 

Dalam hal ini kinerja dapat diartikan sebagai adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam 

mencapai kinerja kelompok yaitu: hubungan antara keterpaduan 

dengan kinerja kelompok; kedua, perbedaan-perbedaan antara 

pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan secara individu 

dan kelompok. Oleh sebab itu keberhasilan atau kegagalan pegawai 

dalam memenuhi tujuan-tujuan organisasi ditentukan oleh sebaik mana 

mereka memimpin kelompok secara terpadu. Dalam mengelola 

kelompok, kedua aspek tersebut perlu diperhatikan oleh pimpinan.  

 

Pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi penghalang aparatur sipil 

negara (ASN) untuk bekerja secara profesional dan lebih produktif 

memberikan layanan kepada masyarakat. ASN sebagai pelayan 

masyarakat diharapkan tetap mampu menjalankan kewajibannya 

meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Istilah pandemi mungkin 

sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat dunia. Hal ini 

terungkap setelah World Health Organization (WHO) mengumumkan 
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virus Covid-19 menjadi Pandemi. Seiring meningkatnya jumlah kasus 

infeksi virus corona di tanah air, pemerintah pusat maupun daerah 

sudah mengeluarkan himbauan dan kebijakan guna memutus rantai 

penyebaran Covid-19 khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN). 

 

Banyak kebijakan-kebijakan baru di masa pandemi Covid-19 ini dan 

tatanan baru terkait dengan pelaksanaan kerja ASN, berikut ini adalah 

beberapa kebijakan yang telah dibuat terkait pelaksanaan kerja ASN di 

masa Pandemi Covid-19 dalam tatanan normal baru yaitu: 

 

1. Surat Edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 Tentang 

penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

2. Surat Edaran Menteri PAN-RB menetapkan SE No. 16/2021 tentang 

penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara selama 

pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi 

Corona Virus Disease 2019 yang menyatakan bahwa ASN harus 

tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara produktif, di mana pada 

masa transisi di kantor pemerintah kembali memungkinkan bekerja 

di kantor. 

3. Surat Edaran Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan 

instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan. 
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2.1.2. Indikator Kinerja Pegawai 

Adapun indikator kinerja menurut Kadarisman (2019: 5) antara lain: 

1. Kerjasama  

Kerjasama dalam kinerja oleh ASN adalah suatu perbuatan bantu 

membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-

sama oleh ASN dengan rekan sejawatnya atau pihak lain untuk 

mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Tujuan daripada ASN 

melakukan kerjasama, adalah untuk mewujudkan apa yang 

menjadi tujuan bersama dalam organisasi maupun antar organisasi 

atau instansi lainnya. Agar para ASN yang bekerja sama itu dapat 

mencapai tujuan, maka perlu adanya hubungan yang baik atau 

dibangun hubungan koordinasi. Hubungan yang dilakukan oleh 

para ASN dalam usaha mencapai tujuan bersama dinamakan 

hubungan kerja, yaitu hubungan baik secara horizontal (sesama 

rekan kerja) maupun vertikal dengan unsur pimpinan.  

 

Ada pun manfaat kerjasama tersebut antara lain dapat membantu 

pembinaan hubungan kebersamaan, sehingga membantu organisasi 

dan ASN untuk mengembangkan rasa saling hormat, dan saling 

menerima dalam konteks kerja. Hal ini juga membantu ASN untuk 

mengakui kekuatan dan kelemahan masing-masing individu ASN, 

menggunakannya, dan menyumbangkannya untuk perkembangan 

organisasi lebih lanjut. 

 

2. Pemanfaatan Waktu 

Pemanfaatan waktu dapat dijelaskan bahwa waktu adalah sesuatu 

yang sangat berharga, karena waktu yang hilang sampai kapan pun 

tidak akan pernah bisa kembali. Pengaturan waktu yang efektif 

bagi ASN merupakan hal yang mendasar untuk lingkup berbagai 

pekerjaan. Manajemen waktu dapat membuat ASN menyelesaikan 

pekerjaan secara cepat, dan dapat meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Manajemen waktu merupakan alat yang efektif untuk 
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membantu ASN maupun organisasi meraih sasarannya. Efektifitas 

memanfaatkan waktu membuat ASN lebih produktif, dapat 

menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari 

tujuan organisasi. Sebuah sistem manajemen waktu yang sesuai 

dengan kebutuhan, dapat membantu ASN menyelesaikan 

pekerjaan dalam waktu singkat. Karena sistem manajemen waktu 

yang efektif, maka membantu ASN membuat prioritas dan 

mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan, serta 

membantu ASN menghindari “tabrakan waktu”. 

 

3. Penggunaan Sarana dan Prasarana 

Alasan indikator ini ditetapkan dalam mendukung kinerja pegawai  

adalah bahwa ukuran efektifitas harus didasarkan pada sarana 

maupun prasarana organisasi. Tersedianya sarana dan prasarana 

dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu 

program agar berjalan dengan efektif. Salah satu perspektif tentang 

kinerja ASN yang berkualitas ialah tersedianya penunjang proses 

kerja yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja ASN 

merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pencapaian 

tujuan organisasi. Dengan mengoptimalisasi penggunaan dari 

sarana dan prasarana hingga tujuan kegiatan kerja efektif dan 

efisien bagi ASN dapat tercapai dengan pengelolaannya yang 

efektif dan efisien pula. Jadi dapat dikatakan bahwa sarana dan 

prasarana pegawai merupakan perlengkapan atau peralatan yang 

dimanfaat kan organisasi.  

 

Indikator untuk mengukur kinerja pegawai / Aparatur Sipil Negara 

menurut Stephen P. Robbins (2006) secara individu, yaitu: 

1. Kualitas: kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai / aparatur 

terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai / aparatur. 
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2. Kuantitas: adalah jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam 

makna yaitu jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu: adalah tingkat kegiatan diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, diamati dari sudut koordinasi dengan hasil 

output dan memaksimalkan waktu yang ada untuk kegiatan 

lainnya. 

4. Kemandirian: adalah tingkat seorang pegawai/aparatur yang 

nantinya akan bisa menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja 

adalah suatu tingkat dimana pegawai/aparatur memiliki prinsip 

kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai/aparatur 

terhadap kantor. 

 

2.1.3. Kriteria Pengukuran Kinerja 

Sedangkan menurut Dwiyanto dalam Haidir (2019: 108) pengukuran 

kinerja yaitu: 

1. Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi 

juga mengukur efektivitas pelayanan. 

2. Kualitas layanan cenderung lebih penting dalam menjalankan 

organisasi pelayananan publik menurut Dwiyanto dalam Pasolong 

(2008: 203) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat 

dijadikan indikator birokrasi publik. 

3. Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat secara 

tingkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara 

program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. 

4. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi baik Secara 

eksplisit maupun yang implisit. 
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5. Akuntabilitas yaitu menunjukkan pada seberapa besar kebijakan 

dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat publik yang 

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan 

kepentingan publik. 

 

2.1.4. Standar Kinerja Pegawai  

Suatu organisasi perlu menetapkan standar kinerja untuk pegawainya 

agar organisasi mempunyai tolok ukur mengenai kemampuan pegawai 

terkait tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Menurut Ma’ruf 

dalam Haeruman (2021: 430) Standar kinerja merupakan tingkat 

kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi, dan merupakan 

pembanding atau tujuan atau target tergantung pada pendekatan yang 

diambil. Standar kinerja yang baik harus realistis, dapat diukur dan 

mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat baik bagi organisasi 

maupun para pegawai. Untuk menetapkan tingkat kinerja pegawai, 

dibutuhkan penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang adil membutuhkan 

standar. Standar kinerja digunakan sebagai perbandingan antara tujuan 

dengan kinerja pegawai. 

 

Standar kinerja dipakai apabila tidak mungkin menetapkan target 

berdasarkan waktu. Pekerja juga harus tau seperti apa wujud kinerja 

yang baik itu. Standar kinerja terfokus pada seberapa baik tugas akan 

dilaksanakan. Minimal sebuah standar kinerja harus berisi dua jenis 

informasi dasar tentang apa yang harus dilakukan dan seberapa baik 

harus melakukannya. menyatakan, “Standar kinerja pada dasarnya 

berisi ukuran atau tolok ukur mengenai efektivitas, efisiensi, dan 

produktivitas pelaksanaan pekerjaan/jabatan yang menggambarkan 

tingkat pemahaman, tingkat kemampuan seorang pekerja/karyawan 

dalam melaksanakan tugas pokoknya di lingkungan sebuah 

organisasi/perusahaan”. Lebih lanjut dijelaskan oleh Nawawi dalam 

Haeruman (2021: 431) bahwa standar kinerja memiliki beberapa ciri 

berikut: 
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a. Berisi kriteria pelaksanaan pekerjaan (kinerja) yang terbaik sebagai 

pembanding terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seorang 

pekerja/karyawan, yang perumusannya harus konsisten dengan 

deskripsi dan spesifikasi pekerjaan masing-masing, meskipun 

selalu dapat berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika 

pekerjaan. 

b. Memiliki isi aspek-aspek yang jelas serta dapat diukur dari 

pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuntitatif. Standar kinerja kualitatif dengan tolok ukur mutu atau 

kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Standar 

kinerja kuantitatif dengan tolokukur berbentuk bilangan, antara 

lain berupa target jumlahatau target waktu dalam penyelesaian 

produk berupabarang/target yang dapat dihitung frekuensinya 

sebagai tingkat produktivitas dalam bekerja. Tolok ukur ini antara 

lain berupa kriteria tingkat efektivitas, dalam kemampuan 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kemampuan 

kepemimpinan/manjerial, ketepatan penggunaan waktu, 

penghematan bahan, penghematan pembiayaan, ketelitian kerja, 

dll. 

c. Standar kinerja harus memiliki kriteria yang jelas agar penilai 

bebas dari bias dalam menilai, dan bebas pula dari kemungkinan 

pekerja atau karyawan yang dinilai merasa diperlakukan tidak adil 

oleh organisasi/perusahaan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa standar kinerja 

pegawai adalah tolok ukur minimal kinerja yang ada di sebuah 

organisasi sebagai pembanding antara tujuan/target dengan hasil yang 

dicapai oleh pegawai. Standar kinerja dibuat berdasarkan kriteria-

kriteria yang realistis dan dapat diukur. Standar kinerja berisi kriteria 

pelaksanaan pekerjaan, aspek-aspek yang jelas dan dapat diukur dari 

pelaksanaan sutau pekerjaan, dan harus memiliki kriteria yang jelas 

agar penilai bebas dari bias dalam menilai. 
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2.1.5. Manfaat Penilaian Kinerja Pegawai 

Penilaian kinerja pegawai tidak semata-mata hanya menilai pegawai 

saja, banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya penilaian kinerja 

pegawai salah satunya sebagai bahan guna mengembangkan suatu 

organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Fahmi dalam Haeruman 

(2021: 431) menyatakan bahwa bagi pihak manajemen perusahaan ada 

banyak manfaat dengan dilakukannya penilaian kinerja oleh 

manajemen diantaranya: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

permotivasian karyawan secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan, seperti promosi, transfer, danpemberhentian. 

c. Mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan karyawan serta 

pelatihan, untuk evaluasi program pelatihan karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan mereka menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 

Penilaian kinerja sebagai sumber informasi bagi penentuan kebijakan 

strategi SDM perusahaan di masa depan, sebagai suatu alat evaluasi 

kinerja serta sebagai alat untuk memetakan potensi dari pegawai 

perusahaan. Sedarmayanti dalam Haeruman (2021: 432) menyatakan 

bahwa manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan prestasi kerja. Pimpinan maupun karyawan 

memeproleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki 

pekerjaan/prestasinya dengan adanya penilaian. 

b. Memberi kesempatan kerja yang adil. Karyawan dapat 

memperoleh kesempatan menempati sisi pekerjaan sesuai 

kemampuannya dengan penilaian akurat. 

c. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Pegawai yang 

memiliki kemampuan rendah dapat terdeteksi sehingga 
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memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan mereka. 

d. Penyesuaian kompensasi. Melalui penilaian, pimpinan dapat 

mengambil keputusandalam menentukan perbaikan pemberian 

kompensasi, dan sebagainya. 

e. Keputusan promosi dan demosi. Hasil penilaian kinerja dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 

mempromosikan atau mendemosikan karyawan. 

f. Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan. Kinerja yang buruk 

mungkin merupakan suatu tandakesalahan dalam desain 

pekerjaan. Penilaian kinerja dapatmembantu mendiagnosis 

kesalahan. 

g. Menilai proses rekruitmen dan seleksi. Dengan adanya 

penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi kinerja pegawai 

baru dapat dilihat dari kinerja pegawai tersebut. 

 

Dari beberapa manfaat penilaian kinerja yang telah dipaparkan oleh 

para ahli, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja memiliki manfaat 

bagi pegawai maupun organisasi. Manfaat penilaian kinerja bagi 

pegawai yaitu untuk meningkatkan prestasi kerja dan sebagai evaluasi 

antar individu. Sedangkan manfaat penilaian kinerja bagi organisasi 

yaitu sebagai bahan pengambilan keputusan, sebagai sarana untuk 

mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan, dan sebagai penyesuaian 

kompensasi dan penghargaan. 

 

2.1.6. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil tata cara penilaian kinerja 

pegawai adalah dengan menilai dua unsur yaitu Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) dan perilaku kerja dengan Bobot nilai unsur SKP 60% 

(enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen). 
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a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

 

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah 

rencana kerja pegawai yang disusun berdasarkan rencana kerja 

tahunan instansi dan target yang akan dicapai dari setiap 

pelaksanaan tugas jabatan oleh seorang PNS. Target dan rencana 

kerja disusun setiap awal tahun oleh pegawai, serta atas dasar 

persetujuan atasan lagsung/pejabat penilainya. Sanksi bagi 

pegawai yang tidak menyusun SKP diatur dalam PP No. 53 

Tahun 2011 tentang Hukuman Disiplin Pegawai. 

 

Penilaian kinerja dengan menggunakan SKP ini meliputi 

beberapa aspek, yakni kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sesuai 

dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing 

instansi. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa aspek-aspek tersebut 

disusun dengan mengacu pada standar teknis kegiatan masing-

masing instansi. Adapun penilaian dilakukan dengan 

membandingkan aspek-aspek penilaian pada target di awal tahun 

dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun. 

1) Kuantitas, adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh 

seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja 

penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam 

menyelesaikan tugasdan tanggung jawabnya.” Dengan 

demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan 

penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyak nya tugas 

pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah 

banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan 

tugas dan pekerjaan. 

2) Aspek Kualitas, kualitas kerja dapat diukur melalui 

ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud 

ketepatan adalah ketepatan. dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana 
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kegiatan dengan sasaran atau tujuan yangtelah ditetapkan. 

Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah kelengkapan 

ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud 

kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya. 

3) Aspek Waktu, Ketepatan waktu ini berhubungan dengan 

waktu penyelesaian tugas (pekerjaan) sesuai dengan waktu 

yang diberikan. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para 

pegawai memiliki standar waktu yang telah ditentukan. Visi 

dan misi suatu organisasi akan tercapai apabila pekerjaan 

yang dilakukan oleh para pegawai dapat dilaksanakan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini 

diantaranya; ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan pekerjaan selesai pada saat dibutuhkan. 

Berbicara soal ketepatan waktu maka hal ini terkait dengan 

efisiensi waktu. 

4) Aspek Biaya, Aspek biaya disini mengenai tingkatan dimana 

penggunaan sumber dana organisasi yang mana didalamnya 

menyangkut penggunaan keuangan dimaksimalkan untuk 

mendapatkan hasil yangtertinggi atau pengurangan kerugian 

dari tiap unit. Di dalam melaksanakan tugasnya para pegawai 

diharapkan untuk dapat memberdayakan/menggunakan 

segala sumber daya keuangan yang ada terdapat di dalam 

organisasi yang bersangkutan guna membantu penyelesaian 

tugas pekerjaan baik dari segi waktu maupun hasil kerja. 

Efisiensi adalah tingkat pengendalian biaya atau 

pengorbanan sumberdaya ekonomi yang diukur dalam satuan 

uang yang telah terjadi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan”. 
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2.2. Tinjauan Tentang Covid-19 

 

Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan 

(Okada dalam Wahidah, 2020:183), China pada penghujung tahun 2019. 

Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara 

melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia 

yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Covid-19 atau 

Corona Virus Diseases merupakan virus zoonotik, yaitu virus yang bermula 

menjangkit hewan dan mampu membunuh hewan ternak seperti sapi, ayam, 

babi, dan lain sebagainya. Virus ini kemudian dibawah oleh hewan patogen 

dan ditularkan dari hewan kepada manusia. Beberapa hewan dapat membawa 

patogen Covid-19 seperti musang, kelelawar, unta, dan tikus (Yuliana, 

2020:189). 

 

Gejala umum adanya infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernafasan 

akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari 

dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat 

dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut bahkan gagal 

ginjal. Sebagian besar pasien yang terkena Covid-19 dimulai dengan demam, 

batuk, dan sesak nafas, penyebarannya yang daro orang ke orang yaitu oleh 

paparan tetesan yang disebabkan adanya bersin atau batuk. Cara terbaik untuk 

mencegah dan memperlambat penularan adalah dengan mengetahui dengan 

baik tentang virus Covid-19, penyakit yang ditimbulkannya, dan bagaimana 

penyebarannya. Cara utama yang harus dilakukan untuk mencegah diri 

sendiri dan orang lain agar tidak terpapar virus tersebut adalah dengan 

mencuci tangan sesering mungkin dan tidak menyentuh wajah (Setyorini, 

2021:1602). 

 

Virus Covid-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau cairan dari 

hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Covid-19 dapat menyebar 

dengan mudah jika tidak mengikuti aturan pencegahan yang ditetapkan oleh 

World Health Organization (WHO). Semakin meningkatnya kasus positif di 
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Indonesia, pemerintah selalu memberikan himbauan kepada masyarakat 

sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Imbauan tersebut adalah 

dengan mencuci tangan, menggunakan master, menjaga jarak, pembatasan 

sosial berskala besar, dilarang menggelar acara, melarang ojek online 

membawa penumpang, larangan berkumpul lebih dari lima orang, larangan 

makan di tempat makan, aturan untuk kendaraan pribadi hingga larangan 

mudik. 

 

Merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan 

sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Ditengah masa 

Covid-19 Menteri PAN-RB telah menetapkan SE No. 16 tahun 2021 tentang 

penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan 

pembatasan aktivitas masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 

2019 yang menyatakan bahwa ASN harus tetap melaksanakan tugas dan 

fungsi secara produktif, di mana pada masa transisi di kantor pemerintah 

kembali memungkinkan bekerja di kantor. Dengan aturan tersebut maka 

pelaksanaan kombinasi kerja WFH dan WFO menunjang kinerja pegawai 

yang dapat menginformasikan secara objektif dan adil. 

 

2.3. Kerangka Pikir 

 

Pada awal tahun 2020 Indonesia dihadapkan pada penyebaran virus Covid-19 

yang telah berdampak pada seluruh sektor, tak terkecuali sektor pemerintah. 

Penyebaran covid -19 yang masif di seluruh wilayah Indonesia, membuat 

kegiatan yang selama ini berlangsung di kantor, harus dialihkan dengan 

bekerja dari rumah berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB menetapkan 

SE No. 16 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil 

negara selama pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat pada masa 

pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menyatakan bahwa ASN harus 

tetap melaksanakan tugas dan fungsi secara produktif, dimana pada masa 

transisi di kantor pemerintah kembali memungkinkan bekerja di instansi.  
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Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa selama pandemi Covid-19 ini 

kinerja pegawai terhambat akibat penyebaran Covid-19. Untuk itu diperlukan 

upaya peningkatan kinerja pegawai di masa pandemi. Apakah asumsi tersebut 

terbukti atau tidak, peneliti menggunakan teori kinerja pegawai untuk 

memudahkan dalam menganalisis data. 

 

Berikut ditampilkan visualisasi kerangka berpikir penelitian ini, dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian 

kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih 

mengutamakan makna daripada Generalisasi (Sugiyono,2020).  

 

Penelitian kualitatif lebih cocok untuk mengamati berdasarkan fakta, peristiwa 

dan realita. Jadi bukan merupakan suatu rekayasa dari peneliti. Dalam hal ini, 

penelitian bertujuan untuk memahami suatu kondisi dengan pendeskripsian 

secara rinci dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa 

adanya dilapangan (Farida, 2014: 102). Pada dasarnya metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung 

makna, makna disini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih 

menekankan pada makna. 

 

Melalui penelitian kualitatif penulis dapat menggali informasi secara langsung 

pada objek yang teliti dan dapat meng-eksplorasi secara mendalam informasi 

yang pada instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. 

Maka untuk memahami fenomena secara mendalam, diperlukan interaksi sosial 
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antara peneliti dengan objek yang diteliti, sehingga fenomena masalah 

mengenai Kinerja Pegawai Di Masa Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung dapat diuraikan dengan metode penelitian 

kualitatif dengan cara ikut berperan serta, melakukan wawancara dan 

menganalisis secara mendalam terhadap fenomena atau gejala yang terjadi pada 

objek yang diteliti. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang menyeluruh 

dan jelas terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.  

 

Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang 

ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari 

observasi, wawancara serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, 

peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai 

dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan 

dengan Kinerja Pegawai Di Masa Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung yang ada dilapangan sesuai dengan 

pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011: 4) melalui Pendekatan 

Deskriptif peneliti dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara Faktual 

pada objek penelitian yang diteliti. 

 

Oleh karena itu, penelitian ini memilih metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat, dan penelitian ini akan 

mendeskripsikan Kinerja Pegawai di Masa Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung. 
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3.3. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung. Dipilihnya Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena kinerja 

pegawai di masa Covid-19 masih belum dilaksanakan secara maksimal.  

 

3.4. Fokus Penelitian  

 

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2019: 209) mengatakan bahwa fokus 

merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi 

sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam 

memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat 

dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume 

data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang 

tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas 

dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami 

masalah dalam penelitiannya. 

 

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana kinerja pegawai di masa Covid-

19 melalui indikator kerjasama, pemanfaatan waktu, dan sarana dan prasarana 

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung apakah terjadinya 

suatu peningkatan ataukah penurunan.  

 

3.5. Sumber Data 

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber daya sekunder 

merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 
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pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 

2019: 225). 

 

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut 

ke dalam jenis-jenis data, yaitu: 

 

1. Data Primer 

Dalam penelitian kali ini, data yang dihimpun oleh penulis adalah tentang 

bagaimana kinerja pegawai di masa covid-19 pada dinas pemberdayaan 

masyarakat kota bandar lampung. Data diperoleh melalui wawancara 

dengan sejumlah pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bandar Lampung. Data tersebut akan berupa hasil jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui wawancara 

langsung. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari 

berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi 

tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi 

tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, 

buku, dan dokumen penting atau sumber-sumber lainya yang dapat 

mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian. 

 

3.6. Informan Penelitian 

 

Informan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah informan terpercaya 

yang mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu 

mengenai Kinerja Pegawai Di Masa Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung. 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Nama Jabatan Jumlah 

1. Drs. JAINUDDIN, M.IP KEPALA DINAS 1 

2.  HERRY LESMANA, S.E. KASUBAG UMUM 

DAN 

KEPEGAWAIAN  

 

3.  MUHAMMAD MAYUDI 

CHARISMAPUTRA, S.E 

KASUBAG 

PROGRAM, 

KEUANGAN DAN 

ASET 

1 

4. FAISAL RISA, S.Ag.,S.H.,M.H. KABID 

KETAHANAN 

MASYARAKAT 

DAN SOSIAL 

BUDAYA 

1 

5. RIFYA REHMANI, S.E.,M.M. KASI SOSIAL 

BUDAYA 

1 

6. RINDU PERSADA, 

S.Kom.,M.Sos. 

STAFF 1 

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021) 
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3.7. Teknik Pengumpulan Data 

 

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik 

pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu : 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, 

peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua 

ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution 

dalam Sugiyono, 2019: 226).  

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan 

bagaimana Kinerja Pegawai Di Masa Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung. Observasi yang dilakukan oleh peneliti 

dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan, yakni pada instansi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. 

 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan terwawancara dalam sebuah pembicaraan. Sementara 

Nazir dalam Sugiyono (2019: 138) memberikan pengertian wawancara 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam kali ini 

pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk 

mendapatkan data atau informasi mengenai Kinerja Pegawai Di Masa 

Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.  
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Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber yang mengerti dan 

paham mengenai permasalah yang diteliti. Serta pada wawancara kali ini 

peneliti menggunakan tipe pendekatan wawancara semi-terstruktur, yang 

tujuanya adalah untuk dapat menemukan atau mengungkap masalah secara 

terbuka. Terlebih mengingat masalah yang terjadi begitu kompleks dan 

untuk mendapatkan jawaban dari informan maka diperlukan wawancara 

yang sifatnya agak terbuka, tidak terlalu kaku, dan flexible. Namun tetap 

mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat terstruktur. Sehingga dalam 

proses penggalian informasi penelitian akan lebih mudah untuk menggali 

permasalahan lebih dalam, tanpa harus terlalu kaku dalam melakukan 

wawancara.    

 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam 

penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan 

merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan 

data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, handphone untuk 

keperluan recording, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal 

penting untuk ditulis. 

 

3.8. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah 

data tersebut. Efendi dkk dalam Singarimbun (2008:240) menjelaskan teknik 

pengolahan data terdiri dari:  
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1. Editing Data 

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan 

dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin 

validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. 

Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan 

disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara 

dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah 

kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik 

dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.  

 

2. Interprestasi data  

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik 

melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga 

dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang 

bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak 

menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian 

dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan 

relevan dengan hasil penelitian. 

 

3.9. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020).  Analisis data 

merupakan hal yang bersifat kritis dalam proses penelitian kualitatif. Karena 

analisis di gunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data 

sehingga hipotesa dapat di kembangkan dan di evaluasi. 
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Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan 

menggunakan konsep analisis data model Miles Dan Huberman. Analisis data 

ini meliputi data, Reduction, Display, dan Conclusion Drawing/Verification. 

Maka akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih atau memilah pada hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, reduksi data 

merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan 

cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan mentransformasikan 

data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui 

ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang 

lebih luas, dan sebagainya (Hardani et Al, 2020: 163).  

 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan 

penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil penelitian wawancara di 

lapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil 

penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil 

penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat. 

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

 

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada 

data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut 

terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang 

baik, dan sangat berlebihan (Hardani et Al, 2020: 167).  
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

Uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Ini bertujuan agar memudahkan memahami permasalahan atau fenomena 

yang diteliti. 

 

3. Conclusion Drawing/Verification 

 

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan.  Kesimpulan yang dikemukakan awal masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang 

mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini, peneliti 

berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan Kinerja 

Pegawai Di Masa Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bandar Lampung. 

 

3.10. Teknik Validitas Data 

 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan pada peneliti (Sugiyono, 2019: 

267). Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:  

 

1. Uji Kredibilitas (Credibility)  

 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 
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sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti 

melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data 

tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain 

dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang 

berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan 

dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu 

informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti 

melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi 

dan dokumentasi (Sugiyono, 2019: 270). 

 

2. Uji keteralihan (Transferability) 

 

Dalam membuat laporannya, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, 

dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca 

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil 

penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut 

memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2019: 276-277). 

 

 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar 

Lampung 

 

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bandar Lampung 

 

Pada Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung 

Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, maka terbentuk nama 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bernama Kantor Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung yang lebih dikenal dengan nama kantor 

PMK. Pada Tahun 2011 bertransformasi menjadi Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Bandar Lampung. 

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor. 72 Tahun 2010 tentang 

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung. 

 

Terakhir pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, Maka 

terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bernama Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, yang lebih dikenal 

dengan nama Dinas PMK.  
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung merupakan unsur 

pelaksana otonom daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung terletak di alamat jalan Dokter Susilo 

Nomor 2 Gedung Mall Pelayanan Terpadu Lantai VI (lima) Kode Pos 

35214.  

 

4.1.2 Riwayat Nama – Nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bandar Lampung  

 

Adapun riwayat nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bandar Lampung yakni, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Riwayat Nama – Nama Kepala Dinas PMK 

 

NO. NAMA / NIP JABATAN 
MASA 

KEPEMIMPINAN 

1 
Drs. RAMLAN 

AMRON 

NIP. 19591028 

197909 1 001 

Kepala Kantor 

Pemberdayaan 

Masyarakat Kota 

Bandar Lampung 

2008 s.d Januari 

2011 

2 

Ir. NIZOM ANSORI 

NIP. 19600216 

199003 1 004 

Kepala Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Pemerintahan 

Kelurahan Kota 

Bandar Lampung 

Februari 2011 s.d 

Maret 2011 

3 
Drs. ZAINUL 

BAHRI 

NIP. 19571205 

198603 1 003 

Kepala Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Pemerintahan 

April 2011 s.d 

Oktober 2015 
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Kelurahan Kota 

Bandar Lampung 

4 

Drs. GUMSONI AS, 

M.Si. 

NIP. 19660812 

198602 1 004 

Kepala Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Pemerintahan 

Kelurahan Kota 

Bandar Lampung 

November 2015 s.d 

Desember 2016 

5 YUS AMRI AGUS, 

S.Sos., M.I.P. 

NIP. 19580606 

198212 1 001 

Kepala Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Kota 

Bandar Lampung 

Januari 2017 s.d 

Juni 2018 

6 AHMAD TAUFIK, 

S.E. 

NIP. 19590812 

198703 1 008 

Plt. Kepala Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Kota 

Bandar Lampung 

Juli 2018 s.d 

Oktober 2018 

7 Drs. JAINUDDIN, 

M.I.P. 

NIP. 19630804 

199003 1 005 

Kepala Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Kota 

Bandar Lampung 

November 2018 s.d 

Sekarang. 

(Sumber : Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 

2021) 
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4.1.3 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar 

Lampung 

 

Adapun jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar 

Lampung yakni, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas PMK Bandar Lampung 

 

No Status Jumlah 

1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 23 orang 

2 Pegawai Tenaga Kontrak (PTK)   7 orang 

Total  30 orang 

   (Sumber : Diolah peneliti dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat  

Kota Bandar Lampung, 2021) 

 

4.1.4 Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung mempunyai tugas 

membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. 

 

4.1.5 Tujuan Dan Sasaran Tugas Fungsi Pokok 

 

a. Tujuan  

1. Meningkatkan kemampuan dan daya saing ekonomi masayarakat 

2. Meningkatnya keberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam 

pembangunan kelurahan. 

b. Sasaran  

1. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat 

2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dan 

meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kelurahan. 
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4.1.6 Nama Dan Struktur Jabatan Pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung  

 

Adapun nama dan struktur jabatan pegawai Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai PMK 

 

No Nama Jabatan 

1 Drs. Jainuddin, M.IP. Kepala Dinas 

2 Drs. Zubaidi Thoib, M.M. Sekretaris 

3 Herry Lesmana, S.E. Kasubag Umum Dan 

Kepegawaian 

4 Yudi Ismunandar, S.Sos.,M.M. Staf 

5 Rindu Persada, S.Kom.,M,Sos. Staf 

6 Muhammad Mahyudi 

Charismaputra, S.E. 

Kasubag Program, Keuangan 

Dan Aset 

7 Rohila, S.IP.,M.M. Staf 

8 Popi Diana, S.IP.,M.M. Staf 

9 Ahmad Sahroni Staf 

10 Valdo R. Warganegara, S.E.,M.M. Staf 

11 Afrio Ade Eka Putra Staf 

12 Dewi Kurniati, B.Sc. Kabid Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Teknologi 

Tepat Guna 

13 Yuli Susilawati, S.H.,M.H. Staf 
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14 Tukijo Staf 

15 Rika Andika, S.H.,M.H. Kasi Pemberdayaan Teknologi 

Tepat Guna 

16 Nining Safitri Staf 

17 Faisal Risa, S.Ag.,S.H.,M.H. Kabid Ketahanan Masyarakat 

Dan Sosial Budaya 

18 Endarsyah, S.E. Kasi Ketahanan Masyarakat 

19 M. Chandra Purnama Nurdin, S.E. Kasi Pemberdayaan Keluarga 

Dan Bina Remaja 

20 Fadhil Alman Falutie, S.STP.,M.M. Staf 

21 Rifya Rehmani, S.E.,M.M. Kasi Sosial Budaya 

22 Beni Saputra, S.Kom. Staf 

23 Etty Yuliarna, S.Sos.,M.M. Kabid Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat Dan 

Sumber Daya Alam 

24 Zainal Abidin, S.H.,M.H. Kasi Usaha Ekonomi 

Masyarakat 

25 Nurjannah, S.Sos.,M.M. Staf 

26 Novia Rahmawati, S.E.,M.M. Kasi Pendayagunaan Sumber 

Daya Alam 

27 Boni M Supriatna, S.E.,M.M. Staf 

28 Amaludin Staf 

29 Dewi Susilawati Staf 

30 Muhammad Irvansah Staf 

   (Sumber : Diolah peneliti dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota   

Bandar Lampung, 2021) 
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4.1.7 Visi Dan Misi Kota Bandar Lampung 

 

A. Visi : 

 

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, 

Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran 

Rakyat” 

 

B. Misi : 

 

Untuk mewujudkan Visi Kota Bandar Lampung maka perlu di ditempuh 

melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat 

2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat 

3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial 

4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat 

5. Mengembangkan masyarakat yang agamis, berbudaya serta 

mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang 

religius 

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang 

baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia 

usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa 

dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi 

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala 

kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat 

dan ekosistem lingkungan perkotaan. 
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4.1.8 Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

 

 

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-

2026 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung 

ditugaskan pada misi ke 4. Adapun misi tersebut yakni, “Mengembangkan 

dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat” 

 

Dalam lingkup tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Bandar Lampung memformulasikan tujuan, sasaran, 

strategi dan kebijakan sebagai berikut: 

 

 Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Visi  Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, 

Nyaman, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis 

Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat 

Misi Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Tujuan Sasaran Strategi Arah 

Kebijakan 

Meningkatkan 

keswadayaan 

masyarakat 

dalam rangka 

mencapai 

kemandirian 

Meningkatkan 

peran dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pelaksanaan 

pembangunan di 

Mendorong 

peningkatan 

partisipasi dari 

semua elemen 

masyarakat 

Melakukan 

identifikasi 

sumber daya 

masyarakat 

untuk dibina 

melalui 

pembekalan, 

sosialisasi, 
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kelurahan dan 

kecamatan 

edukasi dan 

pendampingan 

aksi. 

(Sumber : Diolah peneliti dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bandar Lampung, 2021) 

 

Dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut maka 

OPD Dinas PMK memiliki program dan target program seperti yang 

dijabarkan dibawah ini:  

 

1) Program: Administrasi Pemerintahan Desa 

 

Target Program: 

Persentase ketersediaan data kelurahan yang akurat dan evaluasi 

perkembangan kelurahan dalam aplikasi PRODESKEL dan 

EPDESKEL milik Kemendagri sebesar 100%. (data tingkat 

perkembangan kelurahan di aplikasi EPDESKEL dan data profil 

kelurahan PRODESKEL terisi lengkap) 

 

2) Program: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga 

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 

 

Target Program : 

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan 

masyarakat (LPM) 95% (diharapkan bahwa setiap LPM di setiap 

kelurahan memiliki kelompok masyarakat yang dapat dibina ). 

2. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan 

masyarakat 95% (diharapkan tingkat kemandirian masyarakat 

menjadi cukup tinggi, terutama dengan rencana dan program 

OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat selama 2021-2026 yang 

berfokus pada peningkatan keswadayaan masyarakat dalam 

usaha pembangunan ekonomi, ketentraman, ketertiban dan 

ketahanan masyarakat). 



 

 

 

VI. PENUTUP 

 

 

 

6.1 Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Pegawai di Masa Covid-19 

(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung), maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Indikator kerjasama, para pegawai menggunakan wewenang yang 

dimiliki dengan sebaik baiknya. Disamping itu rasa tanggung jawab 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya juga mempangaruhi kinerja 

organisasi. Yang mana jika disetiap pegawai memiliki rasa tanggung 

jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya 

maka memberikan hasil yang memuaskan. 

 

b. Indikator pemanfaatan waktu, selama pelaksanaan pekerjaan di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung dilakukan secara 

Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) berdasarkan 

Surat Edaran Walikota Nomor 4 Tahun 2021. Selain itu, para pegawai 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat sudah cukup serius dalam 

mengerjakan pekerjaan mereka dan berusaha untuk 

menyelesaikannya tepat pada waktunya karena setiap 

pegawai/individu sudah memiliki job description atau tupoksinya 

masing-masing yang didalamnya berisi mengenai kewajiban dan 

pertanggungjawaban para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang 

harus mereka kerjakan walaupun masih ada beberapa pegawai yang 

kurang serius dalam menyelesaikan tugasnya. 

 



84 
 

c. Sedangkan pada indikator sarana dan prasarana pegawai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung selama masa 

pandemi telah mampu untuk beradaptasi selama menjalankan 

pekerjaan secara Work From Home (WFH) dan Work From Office 

(WFO). Akan tetapi dari segi sarana dan prasarana masih terbatas 

kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaan. Serta, Para pegawai 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat menguasai penggunaan fasilitas 

kantor dengan baik karena dengan sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh kantor maka dengan mudah para pegawai 

menyelesaikan pekerjaannya dengan sukses sehingga dapat 

mengefesienkan waktu dalam bekerja, walaupun masih ada sebagian 

kecil pegawai yang kurang menguasai fasilitas kantor tersebut namun 

dari segi penunjang sarana dan prasarana masih belum cukup 

memadai dan tentunya akan cukup berpengaruh terhadap kinerja dari 

pegawai.  

 

6.2. Saran 

 

Dalam Kinerja Pegawai di Masa Pandemi Covid-19 yang menurun dan kurang 

maksimal, pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan melakukan upaya 

koordinasi dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Sehingga bila terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari, pemerintah sudah 

tahu bagaimana cara menghadapinya. Kemudian, pada pemerintah Kota 

Bandar Lampung perlu adanya peningkatan terhadap fasilitas sarana dan 

prasarana untuk pegawai yang bekerja dirumah maupun bekerja di kantor 

untuk memudahkan bekerja di masa pandemi dan dapat meningkatkan kinerja 

pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Serta 

agar kepala OPD melakukan pemantauan hasil evaluasi program, yang mana 

hasil evaluasi tersebut dapat disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.  
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